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ABSTRACT

Optimizing DPRD Function in Implementing Regional A utonomy in Kabupaten
Kepulauan Yapen

ARIANTO PARENTA
NIM.502037887

Parentaariantoidgmailcon

The purpose of this research 1) to describe how to optimize the function
of DPRD in the implementation of Regional Autonomy. 2) To describe what
factors are inhibiting the optimization of DPRD functions in the implementation
of Regional Autonomy and 3) to describe what efforts are being made to optimize
the function of DPRD in the implementation of regional autonomy. The theory
used in this research is the optimization theory delivered by Rahmawan (2012).
The research design that will be used in this research is descriptive qualitative
research design. The technique of determining informants using purposive and
snowball. Research data obtained through documentation and interview. The data
analysis using Interactive model analysis. An important finding of this research is
the function of the DPRD of Kepulauan Yapen District has performed its function
optimally. The conclusion of this research is first seen from its performance then
in carrying out its function in the implementation of Regional Autonomy DPRD
Kepulauan Yapen District has run it optimally. This can be seen from the good
implementation of the legislative function, namely legislation, budget and
supervision. Second there are three factors that hamper the optimalisai DPRD
function in the implementation of Regional Autonomy that is perception,
orictation and personality. In this research, the factors that obstruct the
optimization of DPRD function only come from internal. Third What efforts are
made to optimize the function of DPRD in the implementation of regional
autonomy in Kepulauan Yapen District is training, creating supervisory strategy,
appointment of expert staff and the enactment of the regency of Kepulauan Yapen
District.

Keywords: Optimization, DPRD and Autonomy
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ABSTRAK

Optimalisasi Fungsi DPRD dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di
Kabupaten Kepulauan Yapen

ARIANTO PARENTA
NIM.502037887

Parentaarianto@ymail.com

Tujuan dalam penelitian ini 1) mendeskripsikan bagaimana optimalisasi
fungsi DPRD dalam penyelenggaraa Otonomi Daerah. 2) Mendeskripsikan faktor-
faktor apakah yang menghambat optimalisai fungsi DPRD dalam
penyelenggaraan Otonomi Daerah dan 3) mendeskripsikan upaya-upaya apakah
yang dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan
otonomi daerah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori
optimalisasi yang disampaikan oleh Rahmawan (2012). Desain penelitian yang
akan digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif kualitatif.
Teknik penentukan informan menggunakan purposive dan snowball. Data
penelitian diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara. Adapun analisis data
menggunakan analisis model Interaktif. Temuan penting dari penelitian ini adalah
fungsi DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen telah menjalankan fungsinya secara
optimal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama dilihat dari kinerjanya
maka dalam menjalankan fungsinya dalam penyelenggaraa Otonomi Daerah
DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen telah menjalankannya secara optimal. Hal ini
dapat dilihat dari baiknya pelaksanaan fungsi DPRD yaitu legislasi, anggaran dan
pengawasan. Kedua ada tiga faktor yang menghambat optimalisai fungsi DPRD
dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah yaitu persepsi, orietasi dan kepribadian.
Dalam penelitian ini faktor yang menghambat optimalisai fungsi DPRD hanya
berasal dari internal. Ketiga Upaya-upaya apakah yang dilakukan untuk
mengoptimalkan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan otonomi daerah di
Kabupaten Kepulauan Yapen adalah pelatihan, membuat strategi pengawasan,
pengangkatan staf ahli dan pengesahan tata tertib DPRD Kabupaten Kepulauan
Yapen.

Kata Kuci: Optimalisasi, DPRD dan Otonomi
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Objek Penelitian
1. Gambaran umum Tentang Xabupaten Kepulauaan Yapen

a. Geografi Kabupaten Kepulauan Yapen

Kabupaten Kepulauvan Yapen merupakan daerah pesisir dengan
ketinggian ratarata 3-10 meter diatas permukaan laut, kecuali untuk distrik
Yapen Timur yang terletak 500 meter diatas permukaan laut dan Teluk
Ampimoi yang terletak 50 meter diatas permukaan laut. Kepulauan Yapen
terletak pada posisi 134°56°21,708” dan 137°4,2°20,592” Bujur Timur serta -
2°2,4°8,424” dan - 1°23,4°19,548” Lintang Selatan. Luas wilayah kepulauan
Yapen adalah berupa daratan seluas 2.432,49 km2 dan perairan seluas 4.713,16
km2.

Wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen terdiri dari 14 wilayah distrik.
Luas masing- masing wilayah yaitu: Yapen Timur (168,96 km2), Pantura
Yapen (386,41 km2), Teluk Ampimoi (266,04 km2), Raimbawi (179,93 km?2),
Pulau Kurudu (21,49 km?2), Angkaisera (159,06 km2), Kepulauan Ambai
(27,39 km2), Yapen Selatan (58,28 km2), Kosiwo (5.721,15 km?2), Yapen
Barat (246,16 km2), Wonawa (123,72 km2), Pulau Yerui (90,06 km2), Poom
(123,16 km2) dan Windesi (222,04 km?2).

Wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen bagian utara berbatasan dengan

Kabupaten Biak Numfor, bagian timur dan selatan berbatasan dengan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Kabupaten Waropen, dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten
Manokwari, Provinsi Papua Barat.

b. Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepunlanan Yapen

Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen hingga tahun 2015 adalah
91.404 jiwa yang terdiri atas 46.900 laki-laki dan
44.504 perempuah. Pada periode yang sama, diperkirakan terdapat sekitar
30.248 rumah tangga. Pada 2015, kepadatan penduduk Kabupaten Kepulauan
Yapen mencapai 38 penduduk per km2. Distrik dengan tingkat kepaciatan
penduduk tertinggi adalah distrik Yapen Selatan dengan kepadatan penduduk 718
penduduk per km2 Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen
di atash 100. Ini berarti jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Kepulauan
Yapen lebih sedikit dari pada jumlah penduduk laki-laki. Seluruh distrik memiliki
angka rasio jenis kelamin di atas atau sama dengan 100. Distrik yang rasio jenis
kelaminnya 100 adalah Raimbawi dan Poom.

Berkaitan dengan ketenagakerjaan di Kabupaten Kepulanan Yapen
terdapat 42.442 penduduk usia angkatan kerja. Bagian dari tenaga kerja yang aktif
dalam kegiatan ekonomi disebut angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja (TPAK), merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja
untuk setiap 100 penduduk usia kerja (15+).

TPAK Kepulauan Yapen pada sebesar 70,46 persen berarti telah
mengalami peningkatan sebesar 2,2 persen dibandingkan dengan tahun
sebelumnya yang besarnya 68,26 persen. Sedangkan Tingkat Pengangguran

Terbuka sebesar 5,47 persen.
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Berdasarkan lapangan kerja, dari 40.122 penduduk yang bekerja, sekitar
57.20 persen dari mereka bekerja di sektor Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan
Perikanan. Sektorsektor lain yang cukup besar peranannya dalam penyerapan
tenaga kerja diantaranya sektor industri (5,89 persen), dan jasa-jasa (36,89
persen).

¢. Keadaan Sosial Kabupaten Kepulauan Yapen

Pada tahun 2015 di tingkat SD terjadi penurunan jumlah murid dibanding
tahun 2012 sebesar 0,5 persen. Lain halnya dengan tingkat SMP
Julusan tingkat SMP dan SMA mengalami peningkatan masing-masing sebesar
4,4 persen dan 24 persen sebaliknya jika dibandingkan tahu
201 jumlah lulusan SMK mengalami penurunan sebesar 9,1 persen. Sementara itu
dibidang kesehatan pada tahun 2015 terdapat 1 rumah sakit, rumah sakit bersalin,
13 puskesmas, 54 Pﬁstu, 131 posyandu, 8 praktek dokter/bidan, 3 polindes dan 14
apotek/took obat di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Sementara itu berkaitan fasilitas ibadah pada tahun 2015, jumlah tempat
peribadatan seperti masjid, mushola, gereja Protestan, gereja Katholik, Pura dan
Vihara di Kabupaten Kepulauan Yapen masing-masing sebanyak 12, 5, 426, 3, 1
dan 1 buah. Selama periode 2013-2015 jumlah jamaah haji yang diberangkatkan
ke Tanah Suci menurun. Pada tahun 2013 jamaah haji yang diberangkatkan ke
Tanah Suci sebanyak 48 orang, kemudian pada tahun 2014 sebanyak 30 orang dan

pada tahun 2015 stabil dengan jumlah 19 orang.
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2. Gambaran Umum Tentang DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen

a. Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen

Berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen

Tentang Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Nomor

/KPTS/DPRD-KY/2015 Tanggal 26 Maret 2015 adalah sebagai berikut:

a. Badan Musyawarah
Ketua
Wakil Ketua I
Wakil Ketua 11
Sekretaris
Anggota

b. Badan Legeslasi
Ketua
Wakil Ketua
Sekreataris
Anggota

¢. Badan Anggaran
Ketua
Wakil Ketua 1
Wakil Ketua 11
Sekreataris
Anggota
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Melianus Wayangkau, SE

Yohanes g. Raubaba, S.Sos

Franklin Mekari Numberi, SE

Rumere Bastian.L. S.Sos (Bukan Anggota)
1. H. Basri Bennu, SE

2. Yan Sanggemi

3. Frans Gerit Mambai

4. Nataniel Wainaribaba.A.Md
5. Adi Jaya Makkasau

6. Petrus Herman Mansarai
7. Steven Arebo

8. Elvis Hugo Rapami

9. Pieter Cories Matheus
10. Amos Tandungan, S.Hut

Jufri Sambara, S.Sos.MM

Isak Merani

Rumere Bastian. L. S.Sos (Bukan Anggota)
1. Nataniel Wainaribaba.A.Md

2. Petrus Herman Mansarai

3. Paulus Ayomi,S.Sos

4, Daniel Paririe

5. Rudy Rudoif Mora

6. Yermias Bless,ST

7. Anas. J.f. Simbiak

Melianus Wayangkau, SE
Yohanes G. Raubaba, S_Sos
Franklin Mekari Numberi, SE
Rumere Bastian.L. S.Sos (Bukan Anggota)
Yulians Charles Gomar
Pilipus Worabai
.H. Basri Bennu, SE
Yusuf Paisei, SE
Adi Jaya Makkasau

N
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Isak Merani

Daniel Paririe
Elvis Hugo Rapami
Fadly Nasrullah

0. Rudy Rudolf Mora

=N

d. Badan Kehormatan

Ketua :  Pdt. Thomas Banioni, .S.Th
Wakil ketua :  Steven Arebo
Anggota : Anas. J.f. Simbiak

Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen di atas memiliki
tugas masing-masing. Tugas dari masing-masing alat kelengkapan dewan di atas
adalah sebagai berikut:

1) Badan Musyawarah

Menurut peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Kepulayan Yapen No 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Kapupaten

Kepulavan Yapen tahun 2014-2019 pasal 36 Badan Musyawarah memiliki tugas-

tugas sebagai berikut:

a) Menetapkan agenda DPRD untuk satu tahun sidang. Satu masa persidangan
atau sebagian dari suatu masa sidang. Perkiraan waktu penyelesaian suatu
masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan
tidak mengurangi kewenangan rapat paripuma untuk mengubahnya.

b) Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis
kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

¢) Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD
yang iain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai palaksanaan

tugas masing-masing
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d) Menyusun jadwal acara rapat DPRD

¢) Memberikan saran pendapat untuk memperlancar kegiatan.

f) Memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan
pendapat

g) Mengadakan konsultasi/koordinasi dengan Pemerintah dan instansi Pemerintah
lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi Bamus

h) Membentuk alat kelengkapan Dewan lainnya, untuk selanjutnya dilaporkan
dalam rapat paripusrna perikutnya.

i) Melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada
bamus.

2) Badan Legislasi

Menurut peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Kepulayan Yapen No 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Kapupaten

Kepulauan Yapen tahun 2014-2019 pasal 38 Badan Legislasi atau badan

Pembentukan Perda memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

a) Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan
prioritas Raperda beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan
DPRD.

b) Koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan
pemerintah daerah.

c¢) Menyiapkan Raperda usul DPRD berdésarkan program prioritas yang telah

ditetapkan.
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d) Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
Raperda yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum
Raperda tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD.

€) Memberikan pertimbangan terhadap Raperda yang diajukan oleh anggota,
komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas Raperda tahun berjalan atau
di luar Raperda yang terdaftar dalam program legislasi daerah,

f) Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi
muatan Raperda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau pansus.

g) Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas Raperda yang ditugaskan
oleh Pimpinan.

h) Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah
maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh
komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

3) Badang Anggaran

Menurut peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Kepulayan Yapen No 1 Tahun 2015 tentang Tata Teﬁib DPRD Kapupaten

Kepulguan Yapen tahun 2014-2019 pasal 44 Badan Anggaran memiliki tugas-

tugas sebagai berikut:

a) Bersama pemerintah daerah membahas KUA/PPS untuk dijadikan acuan dalam
menyusun rancangan APBD setelah mendapat masukan dari komisi-komisi.

b) Melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan dikomisi mengenai rencana

kerja dan anggatan SKPD.
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¢) Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada
Bupati dalam mempersiapkan RAPBD paling lambat 5 (lima) bulan sebelum
ditetapkannya APBD;

d) Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi
terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan
kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara.

€) Memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur dalam mempersiapkan
Raperda tentang perubahan APBD dan Raperda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

f) Melakukan penyempurnaan raperda tentang APBD dan raperda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur.

g) Melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap
rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon
anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah.

4) Badan Kehormatan

Menurut peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Kepulayan Yapen No 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Kapupaten

Kepulauan Yapen tahun 2014-2019 pasal 6 Badan Kehormatan memiliki tugas-

tugas sebagai berikut:

a) memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode
etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat,

kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
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b) meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap

peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;

¢) melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan

DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan

d) melaporkan keputusan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi

sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ kepada rapat paripurna.

b. Komisi-komisi DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen

Surat Keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Tentang Susunan

Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD pada Komisi-Komisi DPRD Nomor : 04

Komisi A

Komisi B

Komisi C

/KPTS/DPRD-KY/2015 Tanggal 26 Maret 2015 adalah sebagai berikut:

Membindangi Pemerintahan dan Pertahanan Keamanan

Ketua

Wakil Ketua
Sekreataris
Anggota

Fadly Nasrullah

Paulus Ayomi,S.Sos
Amos Tandungan,S.Hut
1. Frans Gerit Mambai
2. Isak Merani

3. Pdt. Thomas Banioni

Membindangi Ekonomi, Asset, Keuangan dan

Pembangunan Infrastruktur.

Ketua

Wakil Ketua
Sekreataris
Anggota

Adi Jaya Makkasau

H. Basri Bennu, SE
Yermias Bless,ST

1. Yulians Charles Gomar
2. Pilipus Worabai

3. Yusuf Paisei,SE

4. Daniel Paririe

5. Elvis Hugo Rapami

6. Anas. J.F. Simbiak

Membindangi Kesejahteraan Rakyat

Ketua

Wakil Ketua
Sekreataris
Anggota
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Rudy Rudolf Mora

Yan Sanggemi

Nataniel Wainaribaba, A.Md
1. Jufri Sambara, S.Sos.MM
2. Pieter Cories Matheus

3. Steven Arebo

4. Petrus Herman Mansarai
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Masing-masing komisi yang ada di DPRD Kabupaten Kepulauan
Yapen memiliki tugas yang membidangi beberapa bidang. Komisi A misalnya
Membindangi Pemerintahan Pertahanan, Ketertiban dan Keamanan memiliki
bidang tugas berikut;

a. Pemerintahan

b. Ketertiban

c. Kependudukan dan Catatan Sipil

d. Informasi dan Komunikasi

e. Hukum dan Perundang-Undangan

f. Badan Kepegawaian dan Aparatur

g. Pelayanan Perizinan Satu Pintu

h. Badan Kesatuan Bangsa (Kesbang)

i. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung
j. Pertahanan dan Keamanan

k. Pertanahan

1. Inspektorat

m. Perpustakaan dan Arsip Daerah

n. Satuan Polisi Pamong Praja (POL PP)

Adapun komisi B yang membindangi ekonomi, aset, keuangan dan
pembangunan dan infrastruktur. Secara rinci bidang tugas dari komisi B pada
DPRD Kabupten Kepuolauan Yapen adalah sebagai berikut:

a. Koperasi Ukm, Perindustrian Dan Perdagangan

b. Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan
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c. Kelautan Dan Perikanan
d. Pertanian Dan Pertenakan
e. Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
f. Perkebunan
g. Kehutanan
h. Badan Logistik
i. Pariwisata
j. Keuangan Daerah
k. Perpajakan
. Retribusi
m. Perbankan
n. Perusahaan Daerah Air Minum dan Pt Yapen Mandiri
0. Dunia Usaha dan Penanaman Modal
p. Pekerjaan Umum dan Perumahan
q. Kebersihan, Pertanaman dan Pemadam Kebakaran
r. Perhubungan
s. Lingkungan Hidup
t. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sedangkan Komisi C Membindangi Kesejahteraan Rakyat. Secara
rinci bidang tugas dari komisi C pada DPRD Kabupten Kepulauan Yapen adalah
sebagai berikut:
a. Ketenaga Kerjaan

b. Pendidikan
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c. Imu Pengetahuan Dan Teknologi

d. Kepemudaan Dan Olahraga

e. Agama
f. Kebudayaan

g. Sosial

h. Kesehatan Dan Keluarga Berencana

i. Peranan Wanita

j. Transmigrasi

k. Rumah Sakit Umum Daerah

o

Fraksi DPRD Kabupaten Kepulanan Yapen

Susunan Keanggotaan dalam Fraksi-Fraksi DPRD

Kepulauan Yapen periode Tahun 2014 —2019 sebagai berikut:

Fraksi Demokrat
Ketua

Wakil Ketua
Sekretaris
Anggota

a. Fraksi Gerindra
Ketua
Sekretaris
Wakil Ketua
Anggota

b. Fraksi Golkar
Ketua
Sekretaris
Anggota

c. Fraksi Yapen Hebat
Ketua
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Yulians Charles Gomar
Pilipus Worabai

H. Basri Bennu, SE

1.Jufri Sambara, S.Sos, MM
2. Melianus Wayangkau. SE

3. Paulus Ayomi, S.Sos.

4. Pdt. Thomas Banioni.S.TH
5. Yan Sanggemi ‘

6. Nataniel wainaribaba, A.Md
7. Yusuf Paisei, SE

8 Frans Gerit Mambai

Isak Merani

Adi Jaya Makksau

Petrus Herman Mansarai

1. Yohanes G. Raubaba, S.Sos

Daniel Pariri
Steven Arebo
1.Franklin Mekari Numberi, SE

Elvis Hugo Rapami
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Wakil Ketua - Rudi Rudolf Mora
Sekretaris - Pieter Cories Matheus
Anggota : 1. Jermias Bless, ST

2. Anas J Simbiak
3. Amos Tandungan, S.Hut.
4. Fadly Nasrullah
d. Fungsi , Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen

Menurut peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kepulayan Yapen No 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Kapupaten
Kepulanan Yapen tahun 2014-2019 pasal 4 ada tiga fungsi DPRD Kabupaten
Kepulauan Yapen yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah atau legislasi,
fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Fungsi pembentukan peraturan daerah atau legislasi merupakan
kewenangan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menginisiasi
lahirnya Raperda dan juga membahas menyetujui/menolak Raperda yang
diusulkan oleh EksekutiffPemda yang diwujudkan dalam membentuk Perda
bersama kepala daerah (Shetériat DPRD Kab Kepulauan Yapen, 2014).

‘Fungsi anggaran adalah kewenangan menyetujui/menolak dan menetapkan
rancangan APBD menjadi APBD melalui proses pembahasan arah kebijakan
umum. Pembahasan rancangan APDB yang diajukan oleh kepala daerah dan
menerapkan peraturan tentang APBD (Skretariat DPRD Kab Kepulauan Yapen,
2014). Fungsi anggaran menurut peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kepulayan Yapen No 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD
Kapupaten Kepulauan Yapen tahun 2014-2019 pasal 4 dilaksanakan dengan cara

sebagai berikut:
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a. Mefnbahas KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Priorotas Plafon
Anggaran Sementara) yang disusun oleh Bupati berdasarkan RKPD (Rencana
Kerja Pemerintah Daerah).

b. Membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Kepulauan Yapen.

c¢. Membahas Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Yapen.

d. Membahas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Kabupaten Kepulaunan Y;apen.

Fungsi yang selanjutnya adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan
adalah kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
Perda dan Peraturan lainnya. Pengawasan pelaksanaan APBD mengawasi
kebijakan dan kinerja Pemda dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan
kerjasama internasional (Skretariat DPRD Kab Kepulauan Yapen, 2014). Fungsi
pengawasan menurut peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kepulayan Yapen No 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Kapupaten
Kepulauan Yapen tahun 2014-2019 pasal 4 diwujudkan dalam bentuk
pengawasan terhadap:

a. Pelaksanaan Perda serta peraturan Bupati

b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kepulanan Yapen.

c. Pelakasanaan tindak lanjut hasil pemerikasaan laporan Keuangan oleh BPK
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B. Hasil Penelitian

Pada sub bab ini penyusun memaparkan hasil penelitian yang telah
dilakukan. Penélitian dalam tesis ini dilakukan dengan melakukan wawancara
dengan sejumlah narasumber. Selain dilakukan dengan wawancara, data-data
penelitian juga dilengkapi dengan data-data dokumentasi. Setelah dilakukan
penelitian maka hasilnya penyusun paparkan berikut:
1. Deskripsikan Optimalisasi Fungsi DPRD dalam Penyelenggaraa Otonomi

daerah.

Menurut peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kepulayan Yapen No 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Kapupaten
Kepulauan Yapen tahun 2014-2019 pasal 4 ada tiga fungsi DPRD Kabupaten
Kepulauan Yapen yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah atau legislasi,
fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

1. Optimalisasi Fungsi Pembentukan Peraturan daerah ataun Legislasi

Salah satu fungsi dari DPRD adalah bidang legislasi. Berdasarkan hasil
wawancara yang dilakukan dengan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen
bidang legislasi ditemukan bahwa pembentukan legislasi melibatkan pemerintah
dalam prosesnya. Hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang legislasipada
tanggal 19 April 2017,

“Jadi taget itu berawal dari kita penyusunan PROLEGDA itu adalah

Program Prioritas Daerah dari pada PERDA yang akan kita bahas

ditahun berjalan, jadi PERDA itu bisa dari pemerintah daerah bisa

berasal dari DPRD. Khusus pada tahun ini kita belum mendapat program

legislasi atau PROLEGDA dari pemerintah daerah dan DPRD hanya satu
yang kita siap bahas di tahun ini yaitu PERDA tentang hak atas tanah”.
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Dari hasil wawancara diatas maka dapat dikatakan bahwa proses
pembuatan legislasi haruslah melibatkan dua pihak yaitu dari pemerintah daerah
dan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen. Antara pemerintah dan DPRD
membutubkan kerjasama yang baik dalam menjalankan fungsinya sebagai
legislator. Agar terjadi kerjasama yang baik maka diperlukan perencanaan dalam
penyusunan perda. Hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang legislasi pada
tanggal 19 April 2017,

“Yang direncanakan khusus dari kami DPRD baru satu PERDA yang

kami rencanakan dan kami telah tetapkan bersama dengan pemerintah

daerah pada tahun 2016 yaitu PERDA larangan minuman keras”.

Agar perencanaan dapat berjalan dengan baik maka diperlukan
penyusunan POLEGDA. Penyusunan POLEGDA dilakukan dengan melihat
kebutuhan didaerah yang berasal dari pemerintah dan DPRD. Hasil wawancara

dengan anggota DPRD bidang legislasi pada tanggal 19 April 2017,

“Tentu kami dari badan pembentukan peraturan daerah yang dulunya di
nomenklaturnya baleg mengajak pemerintah daerah untuk bersama-sama
menyusun PROLEGDA agar ada perda yang mau diajukan pemerintah
daerah silahkan diajukan ke DPRD begitu juga sebaliknya kalau ada
teman-teman kami di DPRD yang mempunyai inisiatif untuk merancang
suatu PERDA, maka kita segera memasukkan POLEGDA agar tahun
berikutnya bisa kita bahas bersama pemerintah daerah”.

Mekanisme penyususnan PERDA yang ada di Kab Kepulauan Yapen dari
hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang legislasi pada tanggal 19 April
2017,

“Mekanismenya yaitu pertama dibuat dalam suatu POLEGDA, setelah
ditetapkan di dalam POLEGDA akan disampaikan kepada pimpinan
DPRD dan pimpinan DPRD membuat suatu paripurna dan paripurna itu
menghasilkan suatu surat keputusan mengenai PROLEGDA itu, setelah
menjadi PROLEGDA maka tahun berikutnya akan didisampaikan kepada
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pemerintah daerah dan dipelajari oleh pemerintah daerah baru
disidangkan untuk kita tetapkan bersama-sama, itu kalau bersal dari
DPRD. Kalau misalnya berasal dari pemerintah daerah seperti itu juga
akan harus disampaikan kepada DPRD, masuk didalam badan
pembentukan peraturan daerah seperti yang saya sampaikan tadi yang
dulu nomenklaturnya BALEG dan kami akan mengkaji, kami dari badan
pembentukan peraturan daerah mengkaji rancangan peraturan daerah
yang di kirim oleh pemerintah daerah dan setelah kami kaji kami
kembalikan kepada pimpinan dan sebelum di paripurnakan tujuh hari
sebelum itu diserahkan kepada seluruh anggota baru di paripurnakan
untuk " ditetapkan bersama-sama dengan pemetintah daerah menjadi
PERDA yang disepakati”. .

Pada mekanisme pembuatan legislasi DPRD memiliki peran besar yaitu
mengkaji apakah PERDA ini sesuai dengan perintah undang-undang yang lebih
tinggi atau tidak. Berikut hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang legislasi
pada tanggal 19 April 2017,

“Peran kami membahas bersama dengan pemerintah daerah agar
PERDA itu bisa dittetapkan bersama-sama, kita bahas dalam arti kita
mengkaji apakah PERDA ini sesuai dengan perintah undang-undang yang
lebih tinggi atau tidak, kalau sudah sesuai dengan perintah undang-
undang yang lebih tinggi tetu kita sepakati atau setujui, tetapi kalau ada
hal-hal yang diatur didalam pasal demi pasal, point demi point yang
masih bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi maka
tentu kita akan melakukan perbaikan”.

Mengingat fungsi DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dalam législasi
membutuhkan kerjasama dengan pemerintah maka dalam prosesnya harus sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Hasil wawancara dengan anggota DPRD
bidang legislasi pada tanggal 19 April 2017,

“Tentu kita akan mengajak pemerintah daerah agar semua PERDA
sebelum kita tetapkan supaya melalui mekanisme yang ada sesuai dengan
aturan-aturan yang telah ditetapkan didalam aturan yang baku”.
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Dari hasil penelitian di atas maka dalam menjalankan fungsinya dalam hal
legislasi perlu adanya kerjasama antara pemerintah daerah dengan DPRD
Kabupaten Kepulauan Yapen. Sebelum membahas PERDA terlebih dahulu harus
dilakukan pembahasan program legislasi atau PROLEGDA dari pemerintah
daerah dan DPRD. Setelah ditetapkan di dalam POLEGDA baik yang diusulkan
pemerintah ataupun dari DPRD kemudian disampaikan kepada .pimpinan DPRD
dan pimpinan DPRD membuat suatu paripurna dan paripurna itu menghasilkan
suatu surat keputusan mengenai PROLEGDA. Setelah PROLEGDA telah
ditetapkan maka tahun berikutnya akan didisampaikan kepada pemerintah daerah
dan dipelajari oleh pemerintah daerah baru disidangkan untuk kita tetapkan
bersama-sama.

2. Optimalisasi Fungsi Anggaran

Berkaitan dengan optimalisasi fungsi DPRD dalam hal anggaran maka
terlebih dahulu perlu diketahui mengenai proses penyusunan anggaran di
Kabupaten Kepulauan Yapen. Hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang
legislasi pada tanggal 19 April 2017 menyatakan bahwa,

“Mekanismenya yang pertama adalah tingkat anggota DPRD adalah
turun melakukan aspirasi atau reses, yang kedua adalah kunjungan kerja
ke kampung-kampung. Dari hasil reses dan kunjungan kerja ke kampung-
kampung disini bagaimana anggota dewan melihat apa menjadi
kekurangan di kampung menjadi bahan pertimbangan dalam pengusulan
anggaran. Didalam undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan
daerah menyebutkan bahwa setiup anggota DPR memperjuangkan daerah
pemilihan, nah dari hasil reses dan kunjungan kerja akan dibawa pada
Musrembang tingkat kabupaten, dan pada Musermbang kabupaten
bagaiman peran dan fungsi anggota dewan memberikan aspirasi dan
memberikan masukan aspirasi kepada pemerintah daerah, inilah hasil
dari reses dan kunjungan kerja ke kampung-kampung. Setelah
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Musrembang dilanjutkan dengan sinkronisasi antara pemerintah daerah
dengan DPRD setelah itu baru di tuangkan dalam rencana kerja
anggaran pemerintah daerah (RKPD) yang akan ditetapkan oleh Bupati
sebagai pedoman untuk dijabarkan dan dimasukkan kebijakan umum
anggaran dan penetapan plafon sementara yaitu KUA dan PPAS. Dari
KUA dan PPAS itu baru dilanjutkan kedalam rencana anggaran
pendapatan belanja daerah don diajukan ke dewan baru tim anggaran
pemerintah daerah dengan badan anggaran melaksanakan mekanisme
dalam penetapan anggaran belanja daerah kab. Kepulauan Yapen™.

Dalam menjalankan fungsinya dalam bidang anggaran yang tepat sasaran

maka yang dilakukan sesuai dengan hasil wawancara dengan anggota DPRD

bidang anggaran pada tanggal 19 April 2017,

“Reses pimpinan anggota dewan, kunjungan kerja anggota dewan dan
rapat komisi- komisi sehingga program ini betul-betul tersalurkan dari
komisi dan akan diteruskan dan akan rapat dengan SKPD terkait untuk
memberikan masukan-masukan ini. Itulah penyusunan anggaran yang
tepat sasaran, sehingga betul-betul aspirasi dari kampung-kampung
diteruskan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah”.

Jika dalam penyusunan anggaran belanja daerah terjadi perbedaan

pendapat baik antar anggota DPRD maupun dengan pemerintah maka yang
dilakukan sesuai dengan hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang
anggaran pada tanggal 19 April 2017,

“Melakukan rapat komisi dengan SKPD terkait, melakukan rapat denagn -
tim anggaran pemerintah daerah dengan badan anggaran DPRD dan
melakukan sidang paripurna APBD induk dan APBD perubahan. Nah
dalam sidang-sidang ini, dalam pembahasan KUA dan PPAS dan sampai
pada penandatanganan KUA dan PPAS itu disinilah peran pimpinan
anggota dewan, khususnya badan anggaran memberikan pendapat yang
sesuai dengan hasil reses dan sesuai dengan hasil kumjungan hkerja
dilapangan. Perbedaan-perbedaan ini pada rapat badan anggaran dan
tim anggaran pemerintah daerah dalam pembahasan KUA dan PPAS
disinilah  dariperbedaan-perbedaan pendapat ini akan dilakukan
perbaikan”.
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Dari hasil wawancara di atas maka dapat diketaﬁui bahwa dalam
menjalankan fungsinya dalam bidang anggaran DPRD Kabupaten Kepulauan
Yapen terlibat dalam proses penyusunan Anggaran Belanja Daerah. Semua
anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan orang terpilih dari
masing-masing dapil sehingga memiliki tugas untuk menyerap aspirasi dari
masyarakat. Aspirasi-aspirasi yang diperoleh dari masyarakat kemudian di
tentukan jumlah anggarannya untuk kemudian dibahas dalam rapat paripurna.

Jadi untuk mengoptimalisasikan fungsinya dalam bidang anggaran maka
anggota DPRD perlu terlibat langsung dalam proses penyusunan anggaran belanja
daefah. Penyusunan anggaran haruslah sesuai dengan apa yang ditemukan di
lingkungan masyarakat, artinya anggaran haruslah di buat berdasarkan kebutuhan
di daerah.

3. Optimalisasi Fungsi Pengawasan

Fungsi terakhir adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan adalah
kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda
dan Peraturan lainnya. Pengawasan pelaksanaan APBD mengawasi kebijakan dan
kinerja Pemda dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kerjasama
internasional.

Dalam manajemen fungsi pengawasan merupakan salah satu aktivitas
yang menunjang kelancaran penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten
Kepulauan Yapen. Untuk itu DPRD Kabupaten Kepulavan Yapen diharapkan
mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Peranan pengawasan

oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dalam kelancaran penyclenggaraan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




#39

otonomi daerah di Kabupaten Kepulauan Yapen dapat berguna untuk mendeteksi
secara dini terhadap berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi terutama
dalam pelaksanaan Perda dan penggunaan Anggaran. Dengan demikian maka
fungsi pengawasan patut mendapatkan perhatian dalam penyelenggaraan otonomi
daerah di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pengawasan yang dilakukan dengan baik
maka akan meminimalkan penyimpangan dan korupsi.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten
Kepulauan Yapen mengandung arti penting, karena segala sesuatu yang terkait
dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam otonomi daerah terhadap
pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten Kepu'lauan Yapen. Pelaksanaan Perda
dan APBD perlu diawasi karena pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan
untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan
tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.

Fungsi pengawasan yang tidak optimal maka dapat menghambat
penyelenggaraan pemerintahan dalam otonomi daerah. Tanpa adanya fungsi
pengawasan yang optimal dari DPRD, maka pelaksanaan pemerintahan di dacrah
tidak akan berjalan sesuai yang diharapkan. Pada saat penyelenggaraan
pemerintahan tidak sesuai yang diharpakan maka, aspirasi masyarakat sebagai
pemegang kedaulatan akan terabaikan. Misalnya dalam pelaksanaan Perda,
pemerintah tidak menjalankannya dengan baik maka dapat menimbulkan
permasalan di masyarakat. Contoh lainnya adalah pentinya pengawasan dalam
penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran yang tidak diawasi dengan baik

maka akan sangat mudah dikorupsi, sehingga pembangunan tidak dapat dilakukan
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dengan baik dan pada akhirnya masyarakat yang dirugikan. Untuk itulah fungsi
pengawasan oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen harus dioptimalkan guna
meminimalisasi penyimpangan yang dilakukan pemerintah.

Fungsi pengawasan harus dioptimalkan karena untuk mewujudkan
pemerintahan daerah yang efisien, bersih, berwibawa dan terbebas dari berbagai
praktek yang berdedikasi korupsi dibutuhkan pengawasan yang baik. Pengawasan
inilah yang dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia diserahkan kepada
DPRD. Hal ini dikarenakan ada kaitan erat antara fungsi pengawasan DPRD
berkaitan erat dengan fungsi legislasi. Kaitannya adalah karena pada intinya objek
pengawasan adalah menyangkut pelaksana dari peraturan daerah itu sendiri dan
penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kebijakan publik yang telah tertuang
dalam peraturan daerah.

Menyadari akan pentingya fungsi pengawasan maka DPRD Kabupaten
Kepulauan Yapen memiliki berbagai model dalam melakukan pengawasan
terhadap pemerintah. Model-model pengawasan yang dilakukan oleh DPRD
Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan hasil wawancara dengan anggota
DPRD bidang anggaran pada tanggal 19 April 2017,

“Pertama adalah model Patroli. Model ini dikembangkan sebagaimana

layaknya polisi melakukan patroli. Aktivitas dalam pengawasan ini

dilakukan dengan cara DPRD melakukan pengamatan sesuai dengan
komisinya masing-masing secara aktif. Model pengawasan ini
dimaksudkan untuk pencegahan dan mendeteksi permasalahan. Ketika
permasalahannya ditemukan kemudian DPRD melakukan konsolidasi
guna melakukan perbaikan pterhadap hal-hal yang tidak sesudai dengan
aturan atau rencana yang ditetapkan sebelumnya. Kedua adalah Model

Alarm. Berbeda dengan model partroli yang lebih aktif pada model ini

dilakukan tidak secara aktif. Betuk pelaksanaanya adalah DPRD tidak

terlibat intervensi secara langsung dan tidak terlalu aktif untuk melihat
berbagai permasalahan. Model pengawasan ini diutamakan untuk
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menghasilkan serangkaian aturan. Model ketiga adalah pengawasan
politik  kebijakan. Model semacam ini mencakup penerapan dan
keefektifan berbagai peraturan perundang-undangan serta kebijakan
operasional baik dalam bidang pembangunan ataupun dalam
pemerintahan. Model pengawasan ini dilakukan untuk memberikan
penelaian apakah kebijakan yang dilaksanakan didaerah telah sesuai
dengan kebijakan pemerintah pusat ataupun daerah. Model pengawasan
keempat adalah pengawasan proyek strategis. Pengawasan ini tentunya
berkaitan dengan penggunaan anggaran. Oleh karena itu model
pengawasan ini melingkupi pengawasan pada pelaksanaan proyek
terutama pada proyek dalam masalah. Pada wumumnya alasan
pengawasan model ini adalah adanya indikasi bahwa proyek tertentu
yang dinilai strategis berpotensi merugikan daerah. Oleh karena itu
model pengawaasan ini dilakukan secara temporal dalam artian
pengawasan hanya akan dilakukan berdasarkan kasus tertentu. Model
pengawasan yang kelima adalah pengawasan program pemerintah dan
pembangunan. Pengawasan DPRD dalam model ini lebih terpusat pada
program yang terdapat dalam APBD. Pelaksanaan pengawasan mpdel ini
dilakukan jika program yang telah ditentukan diindikasikan adanya
penyimpangan dan berdampak buruk bagi masyarakat”.

Dari uraian di atas maka dalam rangka mengoptimalkan fungsi DPRD
Kabupaten Kepulauan Yapen dalam pengawasan telah mempersiapkgn lima
strategi. Strategi-strategi yang disusun disesuaikan dengan persoalan yang terjadi
dilapangan ada yang dilakukan secara rutin namun ada juga pengawasan yang
dilakukan secara temporal tergantung permasalahan yang ada di lapangan.
Adanya kewenangan DPRD Kabupaten kepulavan Yapen melakukan pengawasan
terhadap kinerja eksekutif tidak lain dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan
daerah yang baik.

2. Faktor-Faktor yang Menghambat Optimalisai Fungsi DPRD dalam
Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
Pada penelitian ini faktor-faktor yang menghambat optimalisai fungsi

DPRD dalam penyelenggaraan otonomi dacrah dilihat dari dua fakor yaitu faktor

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



4’17?&39

internal dan faktor eksternal. Setalah dilakukan wawancara dengan narasumber
maka ditemukan hasil-hasil sebagai berikut:

a. Faktor Internal

1) Tingkat pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam menjalankan
sebuah tugasm, termasuk bagi anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen.
Penyusunan anggaran, pembuatan legislasi dan melakukan pengawasan semuanya
membutuhkan pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 8§ Tahun 2012, BAB
VII, Bagian Kesatu tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 51 juga telah mencantumkan minimal
pendidikan yaitu berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas,
madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau
pendidikan lain yang sederajat.

Permasalahan pendidikan merupakan salah satu unsur yang krusial dalam
optimalisasi fungsi DPRD baik dalam bidang anggaran, legislasi dan pengawasan.
Sebagai mana hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang anggaran pada
tanggal 19 April 2017,

“Kita tahu pertama bahwa semua anggota badan anggaran mempunyai

latar belakang dari partai politik dan latarbelakang pendidikan semuanya

anggota badan anggaran tidak semua mempunyai pendidikan yang khusus
dalam penyusunan anggaran. Sudah tentu tidak mempermudah dalam
penyusunan anggaran, oleh karena itu yang kami harapkan setiap
anggota dewan pada badan anggaran dari 13 anggota minimal 7 sampai

8 anggota harus memahami dan mempunyai pendidikan dalam menyusun

anggaran sehingga mempermudah penyusunan anggaran”.

Dari wawancara di atas dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun anggota

DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen yang berlatarbelakang pendidikan anggaran,
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sehingga akan menyulitkan dalam penyusunan anggaran. Tingkat pendidikan juga

dibutuhkan dalam menjalankan fungsi DPRD dalam legislasi. Sebagaimana hasil
Hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang legislasi pada tanggal 19 April
2017,

“Pasti tingkatan pendidikan itu mempengaruhi, itu sudah jelas. Karna

dalam menyusun suatu PERDA itu tidak gampang, jadi seperti realita di

Kabupaten Kepulauan Yapen karna setiap anggota berasal dari latar

belakang yang berbeda sehingga sedikit sulit untuk bisa mempermudah

atau mempercepat suatu rancangan peraturan daerah jikalau ada suatu

PERDA yang mau kita susun, tetapi tentu di DPRD juga mempunyai staf

ahli, staf khusus dan staf fraksi dimana bisa kita fungsikan dimanakala

ada hal-hal tertentu yang bisa kita komunikasikan bersama mereka”.

Dari kedua wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa
latarbelakang pendidikan memang sangat menentukan dalam optimalisasi fungsi
DPRD Kabupaten Kepualauan Yapen. Latar belakang yang kurang sesuai dapat
menghambat pelaksanaan fungsi DPRD. Namun demikian persoalan pendidikan
dapat diatasi dengan mengangkat staf ahli. Sehingga latarbelakang anggota DPRD
bukanlah faktor yang dapat menghambat optimalisasi fungsi DPRD Kabupaten
Kepulauan Yapen dalam penyelenggaran pemerintahan di daearah.

2) Kemampuan dan keterampilan, mental dan fisik

Indikator kedua mengenai faktor yang menghambat selanjutnya adalah
kemampuan dan keterampilan, mental serta fisik. Indikator ini sepertinya bukan.
merupakan masalah dalam menjalankan fungsi DPRD Kabupaten Kepulauan
Yapen dalam legislasi. Bukti dari ini adalah DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen

sudah mampu menyelesaikan Perda pada tahun pertama. Hasil wawancara dengan

anggota DPRD bidang legislasi pada tanggal 19 April 2017,
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“Karena saya sendiri merupakan ketua badan pembentukan peraturan
daerah atau ketua BALEG maka tidak dapat dipungkiri bahwa kami di
BALEG khusus periode ini boleh saya katakan sedikit memadai mengapa,
karna sudah satu PERDA yaitu PERDA tentang larangan minuman keras
atau minuman beralkohl yang merupakan inisiatif dari DPRD khususnya
kami dari BALEG yang mengajukan”.

Dari wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa keterampilan dan
kemampuan bukan merupakan hambatan dalam pelaksanaan fungsi DPRD di
Kabupaten Kepulauan Yapen. Keterampilan dalam menggali masalah memenglah
hal yang paling penting dalam melaksanakan tugas legislasi dan anggaran di
DPRD.

3) Demografis, umur, asal usul dan jenis kelamin

Tidak dipungkiri bahwa anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen
terdiri dari berbagai macam suku. Sebagaimana hasil wawancara dengan anggota
DPRD bidang legislasi pada tanggal 19 April 2017berikut,

“Ada suku bugis makasar,suku onate dan beberapa suku yang ada di

papua khususnya suku yang ada di Kab.Kepulauan Yapen. Namun

banyaknya suku tidak menghalagi atau mempersulit malahan sangat
mendukung sehingga betul-betul mereka memperjuangkan aspirasi daerah
pemilihan dalam penyusunan anggaran”.

Salan itu dukungan dalam menjalankan fungsi DPRD Kabupaten
Kepulauan Yapen juga didukung oleh usia para anggotanya. Sebagaimana hasil
hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang legislasi pada tanggal 19 April
2017 berikut:

“Tentu pada usia tersebut mempengaruhi karna usia 40 an keatas itu

boleh dikatakan bahwa usia-usia yang matang, dimana sudah bisa

membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik dan tentu juga
sudah bisa menahan diri dalam proses menyusun suatu PERDA ",
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Dari data yang ada tidak ada satupun anggota DPRD kabupaten Kepulauan
Yapen yang berjenis kelamin perempuan. Selain itu asal usul dan usia bukan
merupakan hambatan bagi DPRD kabupaten Kepulauan Yapen dalam
menjalankan fungsinya dalam optimalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah.
4) Persepsi

Persepsi merupakan permasalahan pokok dalam menjalankan tugasnya
sebagal wakil rakyat. Perbedaan persepsi antar anggota DPRD dapat menghambat
fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persepsi yang lebih
mengutamana kepentingan pribadi atau kelompok biasanya dapat mempersulit
dalam pelaksanaan baik anggaran, legislasi maupun pengawasan. Sebagaimana
hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang legislasipada tanggal 19 April
2017 berikut:

“Persepsi ini kadang berupa perbedaan pendapat antara satu dengan
yang lain dimana masing-masing punya kepentingan ingin memasukan
kepentingannya, ada yang merasa belum cukup dengan anggaran yang
sebesar ini lalu meminta kepada Bupati untuk menambah. Saya kira ini
wajar-wajar karena bagaimana mereka mempunyai fungsi dan tugas
dalam menyusun anggaran”.

Dari hasil wawancara di atas maka dikatakan bahawa masih ada anggota
berpersepsi bahwa -mereka bukan milik masyarakat sehingga masing-masing
punya kepentingan ingin memasukan kepentingannya. Persepsi semacam inilah
yang terkadang dapat menghambat dalam menajalankan fungsinya sebagai
anggota DPRD.

5) Orientasi sikap

Orientasi sikap merupan faktor yang seringkali menghambat dalam

menjalankan fungsinya sebagai anggota DPRD. Lebih mementingkan urusan
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pribadi dan partinya merupakan hal yang masih saja terjadi. Sebagaimana hasil
hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang anggaran pada tanggal 19 April
2017, berikut

“dnggota badan anggaran adalah usulan dari fkarsi-fraksi di DPRD.
Fraksi DPRD kab. Kepulauan yapen ada 4 fraksi yaitu fraksi demokrat,
gerindra, golkar dan yapen hebat. Semua fraksi yang ada di DPRD kab.
Kepulauan yapen semua anggotanya di utus dan diwakilkan berdasarkan
fraksi yang ada duduk di dalam badan anggaran. Untuk mementingkan
kelompok, partai atau rakyat itu pasti ada, yang pertama setiap fraksi
mementingkan partainya, bagaimana hasil kampaye, hasil reses dan hasil
kunjungan kerja yang dijanjikan pasti akan memperjuangkan program
dan kegiatan yang ditentukan atau ditetapkan oleh fraksi dan memang
Jjuga ada yang mementingkan kepentingan pribadi maupun diluar pribadi.
Untuk kepentingan rakyat yang pasti kebanyakan teman-teman di badan
anggaran ini semua lebih mementingkan kepentingan fraksi atau partai
politik dan kepentingan pribadi”.

Dari hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa masih ada
anggota DPRD yang lebih mementingkan kepentingan partai dan individunya.
Artinya sebagai anggota DPRD mereka masih menganggap bahwa mereka
bukanlah wakil rakyat tetapi masih sebatas wakil partai. Orientasi semacam inilah
yang pada akhirnya dapat menghambat DPRD dalam menjalankan fungsinya.
Hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang legislasi pada tanggall9 April
2017,

“Kita berasal dari beberapa fraksi, jadi kalau mau dibilang beberapa
fraksi di setiap anggota DPRD ada semua perwakilan fraksi distu. Ada
dari fraksi demokrat, fraksi gerinda, fraksi golkar dan fraksi gabungan
Jjadi semua fraksi yang ada di kab. Kepulauan yapen ada perwakilannya di
badan legislasi. Jadi sesuai dengan undang-undang 23 tahun 2010
nomenklaturnya sudah bukan lagi legislasi tetapi diganti dengan nama
badan pembentukan peraturan daevah. Ya jadi kita di DPRD tentu
mewakili partai da juga mewakili rakyat, jikalau ada hal-hal yang
menyangkut kepentingan partai secara otomatis kita akan mendukung
kepentingan partai tapi tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat.
Kepentingan masyarakatlah yang pasti kita utamakan ketimbang
kepentingan-kepentingan yang lain”.
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Walaupun tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat tetapi pada
kenyataanya dalam pembuatan legislasi anggota DPRD masih ada saja anggota
yang lebih mengutamakan kepentingan partai. Jadi fungsinya dalam legislasi yang
dihasilkan lebih mementingkan partai daripada masyarakat.

6) Kepribadian

Kepribadian merupakan faktor selanjutnya yang dapat menghambat
pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen adalah kepribadian.
Kepribadian setiap orang tentunya berbeda-beda, namun ketika anggota lebih
mementingkan urusan pribadinya tentunya akan semakin sulit dalam
melaksanakan tugas sebagai legislator, anggaran dan pengawasan. Perbedaan
kepribadiaan ini pada akhirnya dapat menghambat pelaksanaan fungsi DPRD
sebagaimana hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang legislasipada
tanggal 19 April 2017,

“Kepribadian itu pasti ada dan ego itu pasti ada untuk sama-sama

melaksanakan tugas khususnya dalam penyusunan PERDA yaitu pasti

dipengaruhi oleh kepribadian anggota yang duduk di BALEG, contohnya
saja kemarin PERDA larangan minuman beralkohol yang saya rancang
itu alot dan rumit baru bisa lolos, itupun sudah dengan teknik-teknik
tersendiri dari BALEG sehingga PERDA larangan minuman beralkohol
itu bisa ditetapkan, padahal kalau dilihat dari kemampuan dan kekuatan
kami dari BALEG hanya sembilan orang anggota yang lebihnya itu ada

16 orang anggota yang DPRD yang tidak setuju bahkan masih ada

anggota BALEG yang tidak setuju.tetapi dengan cara-cara tersendiri dari

kami di BALEG akhirnya PERDA larangan minuman beralkohol bisa
ditetapkan”.

Dari wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa dalam penyusunan
perda memang dibutuhkan pribadi-pribadi yang baik. Bagi anggota yang memiliki

keinginan untuk menyelesaikan Perda miras tentunya sangat mendukung namun

bagi yang tidak mendukung tentunya akan menghambat padahal perda miras
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sudah sangat mendesak dan merupakan amanah dari gubernur Papua. Namun
berkat proses musyawarah yang baik pada akhirnya perda miras dapat disahkan.

Masalah kepribadian juga menghambat dalam penyusunan anggaran.
Kepribadian masing-masing anggota kebanyakan dipengaruhi oleh partai
politiknya. Sehingga masalah kepribadian pasti terjadi karena masing-masing
partai berbeda, masing-masing visi dan misi partai berbeda. Sebagaimana hasil
wawancara dengan anggota DPRD bidang anggaran pada tanggall9 April 2017,

“Ya kepribadian setiap anggota pada badan anggaran berbeda-beda, ada

yang saling memahami dan ada yang tidak dan ada juga yang

menghambat ini kita akui memang banyak liku-liku didalam pembahasan

APBD, itu pasti terjadi karena masing-masing partai berbeda, masing-

masing visi dan misi partai berbeda sehingga masing-masing pimpinan

anggota yang diusulkan lewat fraksi itu mempunyai fungsi dan tugas
berbeda dalam aspirasi”.

Setiap orang tentunya memiliki kepribadian yang berbeda-beda, namun
pengaruh partailah yang paling besar. Sehingga terkadang sikap pribadi muncul
karena adanya dorongan partai. Persoalan kepribadian semacam ini tentunya dapat
menghambat pelaksanaan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah.

b. Indikator Eksternal

Salain faktor internal, faktor yang dapat menghambat optimalisasi fungsi

DPRD adalah faktor eksternal. Faktor eksternal artinya faktor-faktor yang berasal

dari luar diri masing-masing anggota DPRD. Faktor eksternal tersebut adalah

sebagai berikut:
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1) Kepemimpinan

Faktor eksternal yang dapat menghambat adalah kepemimpinan. Seorang
pemimpin memiliki peranan penting dalam sebuah organisasi. Jika seorang
pemempin tidak melakukan tugasnya dengan baik maka bisa saja tujuan dari
organisasi sulit untuk tercapai. Dari hasil wawancara yang dilakukan responden
menyatakan bahwa peranan pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen
sangatlah penting. Berikut hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang
anggaran pada tanggal 19 April 2017,

“Yang pertama mendorong kinerja anggota dewan adalah kehadiran,

yang paling penting adalah kehadiran pimpinan anggota DPRD khusus

anggota badan anggaran, bagaimana menyerap aspirasi, bagaimana
mendengar langsung dari masyarakat, bagaimana mendengar dan
menghimpun hasil kerja komisi-komisi dewan sehingga inilah ketua

DPRD perlu mendorong agar anggota DPRD khususnya badan anggaran

harus proaktif dalam pembahasan APBD induk maupun APBD

perubahan”.

Dari wawancara di atas menunjukkan bahwa DPRD telah melakukan
tugasnya dengan baik. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen telah
memberikan dorongan kepada anggota DPRD untuk proaktif dalam melakukan
fungsinya sebagai anggota DPRD. Dorongan dari pimpinan memang hal yang
sangat penting dalam optimalisasi pelaksanaan fungsi DPRD sebagaimana hasil
wawancara dengan anggota DPRD bidang anggaran pada tanggal 19 April 2017
berikut,

“Ya karena pimpinan dewan adalah ex offocio pimpinan anggota badan

anggaran, sangat berpengaruh. Apabila kalau ketiga pimpinan tidak hadir

dalam pembahasan APBD, baik APBD induk maupun APBD perubahan
sangat berpengaruh karena tiga pimpinan ini akan menandatangani

kebijakan umum anggaran maupun plafon sementara bersama Bupati, jadi
sangat bepengaruh dan menentukan kehadiran ketiga pimpinan dewan”.
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Dari wawancara diatas dalam bidang anggaran kehadiran dan dorongan
pimpinan sangat menentukan oleh karenanya peren kepemimpinén sangat
mendominasi dalam optimalisasi fungsi DPRD dalam penyelenggaraan
pemerintah daerah. Tidak jauh berbeda dengan dengan bidang anggaran, bidang
legislasipun mengakui bahwa peran pimpinan sangat penting dalam proses
penyusunan legislasi. Berikut hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang
legislasi pada tanggal 19 April 2017,

“Dukungan ketua DPRD untuk penyusunan PERDA tentu sangat
mendukung jikalau ada yang mampu dan mempunyai ide dalam menyusun
suatu PERDA. Pimpinan sangat menentukan sekali, karan tanpa disetujui
oleh DPRD maka PERDA itu tidak bisa menjadi suatu PERDA yang sah,
karana harus ditetapkan bersama dengan pemerintah daerah”.

Dari hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa pimpinan di
DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen telah mendukung dalam pelaksanaan fungsi
DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pimpinan telah mendukung
anggota DPRD untuk melakukan fungsinya dengan baik. Dukungan semacam ini
tentunya dari sisi kepemimpinan tidak ada hambatan yang berarti.

2) * Sumber daya

Sumberdaya yang dimaksud dalam penelitian ini terdiri dari sumberdaya
manusia, anggaran dan sarana. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa sumber
daya manusia dan peralatan sudah memadai. Beriku hasil wawancara dengan
anggota DPRD bidang anggaran pada tanggal 19 April 2017,

“Ya sangat penting, peralatan dan sarana untuk mempercepat proses

penyusunan anggaran termasuk sumber daya manusia, staf-staf yang ada

pada SETWAN karena kalau peralatan dan sarana ini tidak ada
bagaimana pimpinan anggota dewan khususnya badan anggaran

memotret kejadian yang ada dilapangan, kekurangan yang di masyarakat
sehingga ini perlu dukungan dari staf dan peralatan dan sarana,
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pelaporan-pelaporan, pengetikan komputer sampai dengan print out dan

sampai dengan kertas ini perlu adanya dukungan dari SEKWAN.

SEKWAN adalah sekertaris dewan dan selaku sekertaris pada badan

anggaran”.

Sementara itu dalam bidang legislasi juga telah terpenuhi baik sumberdaya
manusia maupun semberdaya dana dan sarana. Berikut hasil wawancara dengan

anggota DPRD bidang anggaran pada tanggal 19 April 2017,

“Sumberdaya tentu sangat menetukan sekali dalam percepatan
penyusunan PERDA, contohnya tidak mungkin suatu PERDA bisa jadi
kalau tidak ada anggarannya, karna PERDA itu punya kajian-kajian
akademis yang tentu harus melibatkan seorang ahli atau akademisi
sebelum diagjukan kepada pimpinan untuk ditetapkan menjadi suatu
PERDA. Bahkan dalam penyusunan suatu PERDA memerlukan anggran
kurang lebih 400 juta rupiah”. '

Dari hasil wawancara di atas maka dapat penyusun katakan bahwa
sumberdaya bukanlah halangan bagi DPRD kabupaten Kepulauan Yapen untuk
menjalankan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan
pelaksaan fungsi legislasi dan anggaran yang sudah berjalan baik, menunjukkan
bahwa sumberdaya telah memadai di lingkungan DPRD kabupaten Kepulauan
Yapen.

3) Imbalan

Jika dari imbalan atau gaji sepertinya tidak lagi menjadi persoalan bagi
anggota DPRD untuk melaksanakan fungsinya. Imbalan yang diterima anggota
DPRD sudah dianggarkan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan fungsinya,
sehingga tidak mungkin para anggota DPRD membuat anggaran yang dirasa
kurang cocok. Berikut hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang

legislasipada tanggal 19 April 2017,
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“Kalau misalnya gaji itu kan sudah ditetapkan dalam suatu aturan yang
baku. Jadi gaji tidak mempengaruhi proses penyusunan PERDA karna
dalam penyusunan PERDA itu sendiri mempunyai anggaran tersendiri”.

Dari hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa dalam
pelaksanaan fungsinya sebagai legislator, anggota DPRD tidak lagi memikirkan
besar kecilnya gaji. Hal ini dikarenakan gaji atau imbalan yang mereka akan
terima sudah dianggarkan sebelumnya, sehingga mereka tentunya akan semangat
dalam bekerja karena imbalan yang mereka akan terima sudah pasti.

4) Struktur

Faktor eksternal selanjutnya yang dapat menghambat pelaksanaan fungsi
DPRD Kabupaten kepulauan Yapen adalah struktur. Struktur yang bertele-tele
tentunya dapat mempersulit anggota DPRD dalam melaksanakan fungsinya
sebagai legislator. Adanta struktur yang jelas maka pasti mempermudah karna
dalam struktur sudah terbagi tugas masing-masing anggota BALEG.

5) Desain pekerjaan

Desain pekerjaan merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah
manajen. Adanya pembagian kerja dan penentuan cara pengerjaan akan semakin
mempermudah dalam menyelesaikan pekerjaan. Pembagian kerja yang jelas pada
akhirnya semakin memudahkan anggota DPRD dalam melaksanakan fungsinya.
Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam bidang legislasi telah dilakukan
pembagian kerja dengan baik. Berikut hasil wawancara dengan anggota DPRD
bidang legislasi pada tanggal 19 April 2017,

“Ya tentu di DPRD sudah dibagi berdasarkan kemampuan, khusus kami di
BALEG kalau ada PERDA yang masuk kita kerja secara kolektif jadi
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dalam pengkajian-pengkajian itu kami kerja bersama-sama sesuai dengan
pembagian tugas masing-masing yang sudah ditetapkan”.

Pembagian kerja juga telah dilakukan pada bidang anggaran. Pembagian
kerja dilakukan karena adanya latarbelakang dari masing-masing anggota,
sehingga perlu dikelompokkan sesuai dengan keahlian masing-masing anggota
DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen. Berikut hasil wawancara dengan anggota
DPRD bidang anggaran pada tanggal 19 April 2017,

“Ya saya pikir kita ketahui bahwa latar belakang pimpinan anggola
dewan ini pendidikannya berbeda-beda, jadi keahlian dan kekhususan
dalam pembagian kerja, saya pikir dilihat dari bagaimana kemampuan
seseorang didalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota
dewan dan ini juga pun atas usul dari fraksi-fraksi DPRD yang ada di
DPRD kab. Kepulauan Yapen”.

Darij hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa desain pekerjaan
tidaklah menghambat pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten kepulanan Yapen.
Desain pekerjaan justru mempermudah para anggota DPRD dalam melaksanakan
fungsinya.

6) Peraturan organisasi

Peraturan menjadi salah satu hal krusial dalam mendukung dalam
pelaksanaan tugas. Tanpa adanya peraturan maka mustahil para organisasi dapat
bekerja secara bersama untuk mencapai tujuan dari organisasi. Demikian halnya
di DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen. Guna memudahkan dalam menjalankan
fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh sebab itu sebelum
menjalankan tugasnya DPRD membuat tata tertib yang delah ditetapkan bersama-
sama. Berikut hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang legislasi pada

tanggal 19 April 2017,
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“Pasti, karna peraturan DPRD itu biasa dikatakan tata tertib itu adalah
pedoman untuk semua yang kita lakukan di DPRD yang delah ditetapkan
bersama-sama. Tata tertib itu kiadopsi dari PP no. 16 tahun 2010 dan
undang-undang 23 tahun 2014, jadi semua yang kita kerjakan disana
harus sesuai dengan aturan yang ada’.

Dari pernyataan di atas maka dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan
fungsinya DPRD Kabupaten kepulauan Yapen telah memiliki tata tertib yang
merupakan panduan anggota DPRD dalam melaksanakan fungsinya. Tatip
merupakan unsur penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsinya.
Sebagaimana hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang anggaran pada
tanggal 19 April 2017,

“Peraturan organisasi sangat-sangat penting karena sebelum anggota
DPRD melaksankan tugas dan fungsinya yang pertama dibahas dan
ditetapkan adalah peraturan DPRD atau namanya peraturan tala tertib
DPRD kab. Kepulauan yapen yang pernah kita tetapkan nomor 1 tahun .
2015 dalam peratutan tata tertib ini sudah menjelaskan bagaimana tugas
fungsi badan musyawarah, bagaimana tugas dan fungsi badan anggaran,
bagaimana tugas dan fungsi badan legislasi dan bagaimana tugas dan
fungsi dari pada pimpinan DPRD dan bagaimana semua yang ada di
dalam tata tertib ini. Inilah rambu-rambu yang mana pimpinan anggota
dewan melaksanakan tugas dan fungsinya selama menjadi anggota
dewan”.

Dari hasil wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa DPRD
Kabupaten Kepulauan Yapen telah memiliki pedoman dalam melakukan
fungsinya yaitu berupa tata tertib. Tata tertib DPRD Kabupaten Kepulauan yapen
yang tetapkan sebagai pedoman dan peraturan adalah ketetapan nomor 1 tahun
2015. Jadi dengan adanya tatib ini maka optimalisasi fungsi DPRD Kabupaten
Kepulauan Yapen dapat dilaksanakan dengan baik, karena telah ada pedoman dan

pembagian tugas yang jelas.
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7) Jenis latihan, sistem pengawasan dan lingkungan sosial

Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen yang berasal dari berbagai
bidang pendidikan. Guna memudahkan pelaksanaan fungsinya maka anggota
DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen mempersiapkan berbagai macam pelatihan.
Pelatihan-pelatihan ini dimaksudkan agar DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen
dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam penyelenggaraan pemerintah
daerah. Berikut hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang legislasi pada
tanggal 19 April 2017,

“Setiap tahun kita mempunyai suatu program BIMTEK khusus di BALEG,
karna tidak bisa dipungkiri kita yang duduk di BALEG mempunyai latar
belakang yang berbeda-beda jadi tentu BIMTEK itu sangat penting agar
meningkatkan kemampuan kami sendiri”.

Dalam bidang anggaran DPRD kabupaten Kepulanan Yapen memiliki
agenda untuk melaksanakan bimbingan teknis. Dalam rangka meningkatkan
kemampuan para anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen maka bimbingan
teknis sangatlah diperlukan. Pelatihan juga dilakukan pada bidang anggaran
dengan tujuan yang sama pula. Berikut hasil wawancara dengan anggota DPRD
bidang anggaran pada tanggal 19 April 2017,

“Ya ada, didalam tata tertib DPRD bagi pimpinan anggola dewan itu
diberikan pendalaman tugas untuk memperdalam bidang tugas yang
dibagikan oleh pimpinan anggota dewan berdasarkan tata tertib. Jadi ini
sangat penting untuk diberikan pelatihan-pelatihan khususnya dibidang
anggaran’.

Dari pernyataan di atas maka dapat dikatakan bahwa dalam rangka
mengoptimalkan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah DPRD

telah memiliki perencanaan untuk meningkatkan kemampuan para anggota
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DPRD. Pelatihan semacam ini tentunya sangat diperlukan untuk mempermudah

para anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya.

3. Upaya-upaya yang Dilakukan untuk Mengoptimalkan Fungsi DPRD
dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Kepulauan
Yapen.

a. Pelatihan

Pelatihan merupakan salah satu upaya dari DPRD- Kabupaten Kepulauan
Yapen untuk melaksanakan fungsinya secara optimal dalam penyelenggaran
pemerintahan daerah. Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya bahwa anggota
DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen berasal dari latarbelakang pendidikan yang
berbeda-beda dan bahkan tidak semua memiliki keahlian dibidangnya. Agar
anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dapat melaksanakan fungsinya
secara optimal maka diperlukan pelatihan.

DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen telah melaksanakan pelatihan
Penguatan Kompetensi dan Kapasitas Anggota DPRD. Pelatihan ini berisi tentang
teknis dan penyelenggaraan acara-acara tata pemerintahan. Melalui pelatihan ini
mka kapasitas DPRD dalam melaksanakan fungsinya dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Pelatihan-pelatihan masih sangat diperlukan oleh semua
anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen agar dapat menjalankan fungsinya
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui pelatihan yang dilakukan
secara rutin maka bukan optimalisasi fungsi DPRD Kabupaten Kepulanan Yapen

dapat dilakukan.
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b. Pembuatan Strategi Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi penting yang harus dilakukan oleh DPRD
Kabupaten Kepulauan Yapen. Pengawasan 'sebenamya berkaitan dengan dua
fungsi lainya yaitu legislasi dan anggara. Agar legislasi dan anggaran dapat
berjalan sebagaimana mestinya maka diperlukan pengawasan yang baik dan
sistematis. Tidak jarang kasus kebocoran anggaran dan pelakasanaan perda yang
menyimpang disebabkan oleh lemahnya pengawasan. Menyadari akan pentinya
- pengawasan maka DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen telah membuat strategi
untuk mempermudah dalam melakukan pengawasan.

Dari hasil wawancara sedikitnya ada lima strategi yang telah dilakukan
yaitu model patroli, model alarm, pengawasan politik kebijakan, pengawasan
proyek strategis dan pengawasan program pemerintah dan pembangunan. Model-
model yang disiapkan dalam pelaksanaan fungsinya dalam pemerintahan daerah
disesuaikan dengan sutuasi dan kondisi dilapangan. Artinya tidak semua strategi
diterapkan semuanya dalam satu kasus tetapi sesuai dengan kondisi.

Strategi pengawasan yang telah disusun oleh DPRD Kabupaten
Kepulauan Yapen merupakan sebuah upaya agar fungsinya sebagai salah satu
unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Strategi yang telah
disiapkan tersebut tidak akan dapat berjalan dengan optimal jika para anggota
DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen tidak memiliki pengetahuan yang cukup
tentang fungsinya. Untuk itu masih diperlukan pelatihan agar dalam
melaksanakan fungsinya tidak menyimpang dari pembagian tugas yang telah

ditentukan.
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c. Mengangkat Staf Ahli

Upaya selanjutnya adalah mengangkat staf ahli. Mengangkat staf ahli
disebabkan adanya latarbelakang pendidikan yang tidak sesuai dengan tugasnya di
DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen. Pengangkatan staf ahli pada dasarnya untuk
memudahkan anggota DPRD dalam melaksanakan fungsinya. Jadi pengangkatan
staf ahli merupakan salah satu upaya agar DPRD dapat melaksanakan fungsinya
dengan baik.

Berkaitan dengan pengangkatan staf ahli dalam Peraturan DPRD
Kabupaten Kepulauan Yapen No 1 tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD
Kapaten Kepulauan Yapen telah diatur dalam pasal 99. Persyaratan utama dalam
pengangkatan staf ahli adalah sebagai berikut:

1) Berpendidikan serendah-rendahnya S1 dengan pengalaman kerja paling singkat
5 tahun. S2 dengan pengalaman kerja paling singkat 3 tahun dan S3 dengan
pengalaman kerja paling singkat 1 tahun.

2) Menguasai bidang yang diperlukan

3) Menguasai tugas dan fungsi DPRD

Menyadari akan pentingya tenaga ahli ataupun staf ahli maka DPRD
Kabupaten Kepulauan Yapen mengangkat staf ahli dengan ketentuanya sesuai
dengan tata tertib. Pengangangkatan tenaga ahli pada akhimmya dapat membantu
DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dalam menjalankan fungsinya dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah.
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d. Pengesahan Tata tertib

Tata tertib bermanfaat sebagai pedoman kerja dan kaidah pelaksanaan
tugas, fungsi dan kewenangan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen. Dengan
adanya Tata tertib ini maka anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dapai
dengan mudah melaksanakan fungsinya. Dalam tata tertib yang telah disahkan
oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen memuat berbagai petunjuk teknis
seperti penjelasan tentang susunan, kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang. Pada
tata tertib ini juga memuat hak dan kewajiban anggota DPRD, fraksi, alat
kelengkapan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dan bal-hal lain yang
mempermudah DPRD Kabupaten Kepulavan Yapen dalam melaksanakan
fungsinya.

Jadi dengan adanya tata tertib akan memberikan kemudahan bagi para
angota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan fungsinya secara
optimal dalam penyelengaraan pemerintahan daerah. Tanpa adanya tartib maka
DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen akan sulit dalam melaksanakan fungsinya.
Dengan demikian pengesahan tata tertib merupakan salah satu upaya untuk
mengoptimalkan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan otonomi daerah di

Kabupaten Kepulauan Yapen.

C. Pembahasan

Setelah penyusun memaparkan hasil penelitian, maka pada sub bab ini
penyusun akan melakukan pembahasan terhadap hasil penelitiaan yang telah
dipaparkan di atas. Pembahasan ini dilakukan agar hasil penelitian yang dilakukan

dapat memberikan makna secara teoritis. Pembahasan ini dilakukan untuk
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menjawab perumusahan masalah, sehingga pembahasan penelitian merupakan
upaya dalam menjabarkan tujuan penelitian yang berasal dari rumusan masalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Kepulauan
Yapen telah melaksanakan fungsinya secara optimal dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Optimalisasi fungsi DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen
ditunjukan dengan melihat kinerja DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen.
Semakian baik kinerja anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen berarti ia
telah melaksanakan fungsinya secara optimal.

Rahmawan (2012) mengartikan optimalisasi adalah hasil yang dicapai
sesuai dengan keinginan, dengan kata lain optimalisasi merupakan pencapaian
hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Rahmawan (2012) menambahkan
bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya secara
efektif dan efisien. Pada penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan
untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal. Jadi optimalisasi
fungsi DPRD Kabupaten Kepulanan Yapen dapat dilhat dari kinerja yang
dicapainya. Kinerja menurut Robbins (dalam Susilo, dkk 2015) antara lain sebagai
berikut:

I. Kualitas
Robbins (dalam Susilo, dkk 2015) menyatakan bahwa kualitas kinerja
dapat dilihat atau dinilai dari pekerjaan yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten
Kepulauan Yapen dalam menjalankan ﬁmgsinya Dalam menjalankan
fungsinya haruslah disertai kesempurnaan terhadap keterampilan dan

kemampuan pelaku organisasi.
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Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dalam penelitian ini
merupakan pelaku organisasi. Dalam rangka mencapai kualitas dalam
menjalankan fungsinya maka anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen
harus perlu meningkatkan keterampilan dan kemampuan. Oleh karena itu
anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen telah memiliki program pelatihan
seperti Bimtek yang dilakukan secara rutin. Program semacam ini dilakukan
tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas dari pelaksanaan fungsi anggota
DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah.

Ukuran untuk menilai kualitas dari pelaksanaan fungsi anggota DPRD
Kabupaten Kepulauan Yapen dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dapat
dilihat dari tidak adanya perda yang dibatalkan, anggaraan yang tidak
bermasalah dan berjalannya fungsi pengawasan dengan baik. Dalam hal
fungsinya sebagai legislator misalnya, anggota DPRD Kabupaten Kepulauan
Yapen telah melakukan tugasnya dengan baik dimina berhasil mengesahkan
Perda tentang pengendalian minuman keras tepat pada waktunya dan tidak ada
guguatan atas perda tersebut.

Dari sisi kualitas maka fungsi DPRD dalam penyelenggaraa otonomi
daerah di Kabupaten Kepulauan Yapen telah berjalan optimal. Optimalnya
fungsi DPRD dalam penyelenggaraa otonomi ini ditandai dengan tidak adanya
perda yang dibatalkan, anggaraan yang disusun dapat digunakan tanpa adanya
permasalahan dan berjalannya fungsi pengawasan dengan baik. Pengawasan

yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten kepulauan Yapen merupakan bagian
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dari- dua fungsi lainnya yaitu fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Setelah

DPRD Kabupaten kepulauan Yapen berhasil mengesahkan Perda dan

menetapkan anggaran maka mereka memiliki tugas lanjutan yaitu mengawasi

penggunaan anggaran dan mengawasi pelaksanaan perda yang telah ditetapkan.
2. Kuantitas

Secara sederhana kuantitas merupakan banyaknya jumlah yang
dihasilkan. Dengan demikian berkaitan dengan kuatitas tidak lagi berbicara
kualitas, karena yang dilihat adalah jumlahnya. Dalam konteks penelitian ini
fungsi DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dari sisi legislasi dapat dilihat dari
Jjumlah Raperda yang dijadikan prioritas pembahasan sehingga menjadi Perda.
Dari sisi anggaran dapat dilihat dari penyusunan anggaran yang berpihak pada
rakyat dan pada sisi pengawasan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen
berperan penting dalam proses pelaksanaan perda dan pengawasan anggaran
daerah.

Secar kuantitas dari sisi fungsinya sebagai legislator anggota DPRD
Kabupaten Kepulauan Yapen telah melaksanakan fungsinya secara optimal
dimana telah berhasil membahas dan mengesahkan Perda bersama pemerintah.
Sementara itu dari sisi pengawasan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan
Yapen telah berperan penting dalam implementasi Perda pembatasan minuman
keras. Sedangkan dalam anggaran anggota DPRD Kabupaten Kepulauan
Yapen telah melakukan terobosan dengan meningkatkan anggaran untuk

pendidikan gratis.
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3. Ketepatan Waktu

Selain harus berkualitas dan jumlahnya kinerja anggota DPRD
Kabupaten Kepulauan Yapen dalam menjalankan fungsinya adalah ketepatan
waktu. Dalam pembahasan dan pengesahan Perda misalnya, anggota DPRD
Kabupaten Kepulauan Yapen berhasil menyusun dan r.nengesahkannya sesuai
dengan target dan tepat pada waktunya.

Ketepatan waktu merupakan hal yang mutlak harus diperhatikan oleh
anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dalam menjalankan fungsinya
baik dari sisi legislasi, anggaran dan pengawasa. Waktu yang tepat akan
menentukan optimal ataukaﬁ tidak anggota DPRD Kabupatenl Kepulauan
Yapen dalam menjalankan fungsinya. Pembahasan anggaran yang melebihi
waktu yang ditentukan akan menyebabkan terhambatnya eksekusi program
dari eksekutif sehingga akan berdampak buruk bagi keberlangsungan
pemerintahan daerah. Dari sisi pengawasan jika tidak dilakukan tepat pada
waktunya maka kebocoran anggaran dan pelaksanaan perda yang tidak sesuai
dengan apa yang diharapkan.

4. Efektivitas

Efektivitas secara ringkas dapat diartikan dapat mengarahkan pada
penggunaan sumber daya organisasi baik finansial dan non finansial untuk
meningkatkan output. Efektivitas merupakan salah satu cara agar anggota
DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dapat melaksanakan fungsinya dengan
baik. Semakin efektif maka akan semakin optimal pula anggota DPRD

Kabupaten Kepulavan Yapen dalam menjalankan fungsinya. Dalam
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penyusunan anggaran efektif tidaknya dapat dilihat dengan anggaran yang
meningkat terutama dalam bidang pendidikan apakah meningkat pula kinerja
pemerintah dalam bidang pendidikan.

Dari sisi legislasi efektivitas dapat dinilai melalui penyelesaian
prolegda menjadi perda. Semakin banyak prolegda yang berhasil diselesaiakan
menjadi perda maka kinerjanya dapat efektif. Adapun dari sisi pengawasan
efektif tidaknya dapat dilihat sedikitnya penyimpangan baik dari pelaksanaan
perda maupun penggunaan anggaran.

Guna mempermudah dalam menilai apakah DPRD Kabupaten
Kepulauan Yapen telah menjalankan fungsinya secara optimal ataukah belum
maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.1 Optimalisasi Fungsi DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen

Fungsi DPRD Kinerja Keterangan
Penyelesaian perda sesuai | Sudah optimal ditandai
dengan jadwal dan sesuai | dengan  kualitas  dan
Legislasi dengan kebutuhan. Perda | kuantitas dari program
yang berhasil disahkan | legislasi yang berhasil
Jjuga tidak ada dibatalkan | disahkan

Anggaran yang disahkan | Sudah optimal ditandai
berpihak pada rakyat | dengan keberpihakan

seperti peningkatan { anggota DPRD dalam
Anggaran anggaran untuk pendidikan | mendukung program kerja
dan kesehatan. pemerintah dan sesuai |
dengan aspirasi
masyarakat
Telah memiliki program | Sudah optimal ditandai
dalam melakukan | dengan pelaksanaan perda
Pengawasan pengawasan dan penggunaan anggaran
yang sesuai dengan
perencaan

Sumber: Data diolah penyusun (2017)
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Faktor-faktor yang menjadi hambatan  anggota DPRD Kabupaten
Kepulauan Yapen dalam menjalankan fungsinya yang pertama persepsi. Persepsi
merupakan permasalahan pokok dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil
rakyat. Perbedaan persepsi antar anggota DPRD dapat menghambat fungsinya
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persepsi yang lebih mengutamakan
kepentingan pribadi atau kelompok biasanya dapat mempersulit dalam
pelaksanaan baik anggaran, legislasi maupun pengawasan. Persepsi semacam
inilah yang terkadang dapat menghambat dalam menajalankan fungsinya sebagai
anggota DPRD.

Menurut Leavit dalam Sobur (2003: 445) persepsi dalam arti sempitadalah
penglihatan, bagaimana caraseseorang melihat sesuatu, sedangkandalam arti luas
persepsi adalah pandanganatau pengertian yaitu bagaimana seseorangmemandang
atau mengartikan sesuatu. Sementara itu Sarwono dan Meinarno (2014) persepsi
adalah proses kategorisasi, organisme untuk masukan tertentu dan orgarﬁsme itu
berespon dengan menghubungkan masukan itu dengan salah satu kategori objek-
objek atau peristiwa. Proses menghubungkan ini adalah proses aktif dimana
individu yang bersangkutan dengan sengaja mencari kategorisasi yang tepat,
sehingga ia dapat mengenali atau memberi arti kepada masukan tersebut. Dengan
demikian persepsi juga bersifat menentukan kesimpulan.

Persepsi yang terbentuk maka pada akhirnya mempengaruhi faktor yang
kedua yaitu faktor orientasi sikap. Persepsi yang sudah terbentuk maka akan
membuat orientasi menajadi DPRD tidak lagi demi kepentingan masyarakat tetapi

hannya untuk golongannya. Walaupun hanya sebagaian saja yang memiliki
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orientasi demikian maka tentu saja persepsi dan oritasi semacam ini dapat
menghalangi DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dalam menjalankan fungsinya.
Walaupun tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat tetapi pada
kenyataanya dalam pelakasanakan fungsinya anggota DPRD masih ada saja
anggota yang lebih mengutamakan kepentingan partai. Jadi dalam menjalankan
fungsinya tentunya kebanyakan lebih mengutamakan partainya daripada
kepentingan masyarakat.

Faktor ketiga adalah kepribadian. Kepribadian setiap orang tentunya
berbeda-beda, namun ketika anggota lebih mementingkan urusan pribadinya
tentunya akan semakin sulit dalam melaksanakan tugas sebagai legislator,
anggaran dan pengawasan. Perbedaan kepribadiaan ini pada akhirnya dapat
menghambat pelaksanaan fungsi DPRD. Bagi anggota yang memiliki keinginan
untuk menyelesaikan Perda miras tentunya sangat mendukung namun bagi yang
tidak mendukung tentunya akan menghambat padahal perda miras sudah sangat
mendesak dan merupakan amanah dari gubernur Papua. Namun berkat proses
musyawarah yang baik pada akhirnya perda miras dapat disahkan.

Adanya hambatan-hambatan yang ada maka DPRD telah melakukan
berbagai upya untuk mengoptimalkan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan
Otonomi Daerah, khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen. Upaya tersebut
adalah pelatihan, membuat strategi pengawasan, pengangkatan staf ahli dan
pengesahan tata tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen.

Melalui pelatihan yang biasanya berbentuk Diklat/Bimtek untuk DPRD

bertujuan agar sebagai lembaga demokrasi yang menghimpun elemen-elemen
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politik dapat menjalankan fungsi dan peran yang sangat strategis ini dengan baik.
Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen tidak semuanya memiliki tingkat
pendidikan sesuai dengan komisi yang ia duduki. Sehingga melalui pelatihan yang
biasanya berbentuk Diklat/Bimtek Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen
dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsinya dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
Upaya yang lain yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kepulauan
Yapen agar dapat melaksanakan fungsinya daengan optimal adalah dengan
membuat strategi pengawasan. Melaluvi strategi pengawasan yang tepat setidaknya
PRD Kabupaten Kepulauan Yapen dapat lebih mudah dalam melakukan
pengawasan terhadap eksekutif. Fungsi pengawasan pada intinya adalah
dilakukan dalam dua fungsi sekaligus yaitu pengawasan dalam pelaksanaan Perda
dan pengawasan penggunaan anggaran. Dengan adanya strategi pengawasan ini
| maka DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dapat lebih optimal dalam mengawasi
pengggunaan anggaran dan pelaksanaan Perda.
Pengangkatan staf ahli merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh
DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen agar dapat menjalankan fungsinya dengan
baik. Pengankatan staf ahli memang sesuatu yang tidak dilarang, bahkan dalam
tata tertib juga dijelaskan mekanismenya. Pengangkatan staf ahli tidak lain adalah
untuk dapat melengkapi atau memudahkan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan
Yapen dalam menjalankan fungsinya. Pelatihan dalam bentuk Diklat/Bimtek
tidaklah cukup mengingat sifatnya temporal, sehingga dengan adanya staf ahli

dapat semakin memudahkan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dalam
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memutuskan sesuatu yang sesuai dengan akademis dan sesuai dengan keadaan
masyarakat.

Tata tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan salah satu
“senjata” yang paling ampuh untuk “memaksa” DPRD Kabupaten Kepulauan
Yapen agar menjalankan fungsinya dengan baik. Adanya tatib ini ada akhirnya
dapat memberi landasan bagi DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen untuk
melaksanakan fungsinya. Adanya tatib ini pada akhirnya dapat menjadi role
DPRD Kabupaten Kepulauan dalam bekerja, sehingga dapat meminimalisir
hambatan yang berasal dari eksternal. Oleh karena itu dalam penelitian ini
hambatan yang muncul dalam optimalisai fungsi DPRD Kabupaten Kepulauan
Yapen berasal dari internal anggota DPRD sendiri yaitu persepsi, orietasi dan

kepribadian Pengesahan.
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BAB YV

PENUTUP

A. Simpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab
sebelumnya ﬁ]aka ksesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen telah menjalankannya fungsinya secara
optimal dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Kepulauan
i Yapen. Optimalisasi dari fungsi DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen ini
dapat dilihat dari capaian kinerja anggota DPRD Kabupaten Kepulauan
Yapen
2. Ada tiga faktor yang menghambat optimalisai fungsi DPRD dalam
penyelenggaraan Otonomi Daerah yaitu persepsi, orietasi dan kepribadian.
Dalam penelitian ini faktor yang menghambat optimalisai fungsi DPRD
hanya berasal dari internal.
3. Upaya-upaya apakah yang dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi DPRD
dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Kepulauan Yapen
adalah pelatihan, membuat strategi pengawasan, pengangkatan staf ahli dan

pengesahan tata tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen.

B. Saran
Dari kesimpulan di atas maka ada beberapa saran yang penyusun berikan
baik kepada internal DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, masyarakat dan para

peneliti selanjutnya. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:
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1. Dari sisi jumlah penyelesaian peraturan daerah masih perlu ditingkatkan,
sehingga dapat memudahkan dalam pembangunan Kabupaten Kepulauan
Yapen.

2. Faktor yang menghambat optimalisasi fungsi DPRD Kabupaten Kepulauan
Yapen berasal dari internal, sehingga pengawasan internal masih perlu
diperbaiki.

3. Pelatihan, strategi pengawasan, pengangkatan staf ahli diharapkan dapat

disesuaikan dengan kebutuhan internal DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen.
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